
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indoneia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan perizinan 
berusaha di daerah, perlu dilaksanakan melalui sistem 
perizinan yang terintegrasi secara elektronik; 

b. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam 
pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di Kabupaten 
Buton, perlu pengaturan mengenai pelaksanaan pelayanan 
perizinan berusaha yang terintegarasi secara elektronik 
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik ( Online Single Submission); 
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7. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 
(Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem 
OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan 
diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha berbasis risiko. 

8. Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
koordinasi penanaman modal. 

9. Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB 
adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk 
melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku 
U saha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 

tertentu. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Buton. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton. 
3. Bupati adalah Bupati Buton. 
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat 
daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan 
urusan pemerin tahan di bidang penanaman modal yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada 
pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ 
atau kegiatannya. 

6. Pelaku U saha adalah orang perseorangan atau badan usaha 
yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN 
BERUSAHA TERINTEG RASI SECARA ELEKTRONIK ( ONLINE 
SINGLE SUBMISSION). 

MEMUTUSKAN: 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton 
Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton 
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton 
Tahun 2016 Nomor 168); 
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Menetapkan 



Pasal 3 
( 1) Pelayanan melalui Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di 

Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
dilakukan secara mandiri oleh Pelaku U saha. 

(2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang 
disediakan oleh DPMPTSP. 

(3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan 
secara mandiri, DPMPTSP melakukan: 
a. pelayanan berbantuan; dan/ atau 
b. pelayanan bergerak. 

Pasal 2 
(1) Dengan Peraturan Bupati 1111, Pemerintah Daerah 

menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha secara elektronik 
melalui Sistem OSS. 

(2) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi 
acuan u tarn a ( single ref ere nee) dalam pelaksanaan Perizinan 
Berusaha di Daerah. 

(3) Pelayanan Perizinan Berusaha melaui Sistem OSS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko. 

(4) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan layanan khusus 
bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang 
disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan 
Berusaha. 

(5) DPMPTSP dapat mengembangkan sistem pendukung 
pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. 

BAB II 
PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA 

I 0. S<'t tifil at St a nrlar adalah pcrnyataan dan/atr1u hu k n 

pcmcnu han standar pelaksanaan kegiatan usaha. 
11. lzin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pem rintah 

Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib 
dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan 
usahanya. 

12. Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah 
Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan 
perundangundangan di bidang lingkungan hidup. 

13. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat 
UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana 
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang 
lingkungan hidup. 



Pasal 6 
(1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan 

Berusaha wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha. 

(2) Manajemen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. pelaksanaan pelayanan; 

Pasal 5 
(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tidak dipungut 
biaya. 

(2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan 
retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undan gan. 

(3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

Pasal 4 
(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem 
OSS: 
a. belum tersedia; atau 
b. terjadi gangguan teknis. 

(2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan 
Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung. 

(3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan 
berbantuan dilakukan dengan tahapan: 
a. Pelaku U saha dapat mengajukan permohonan Perizinan 

Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP; 
b. petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem 
OSS pada DPMPTSP terdekat; dan 

c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen 
Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha 
melalui sarana komunikasi. 

(4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan 
berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak 
dinyatakan terjadinya gangguan teknis. 

(5) Pemyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem 
OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan 
kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP. 

(4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan 
Pelaku Usaha. 

(5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan 
pelayanan kepada Pelaku U saha dengan menggunakan 
sarana transportasi atau sarana lainnya. 
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Pasal 8 
( 1) Permohonan Perizinan Berusaha melalui subsistem Perizinan 

Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan 
oleh Pelaku U saha, terdiri dari: 
a. orang perseorangan; dan 
b. badan usaha. 

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia 
yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan 
hukum. 

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak 
berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha 
dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 

Bagian Kedua 
Permohonan Perizinan Berusaha 

Pasal 7 
( 1) Proses pen er bi tan Perizinan Berusaha melal ui Sistem OSS 

dilakukan melalui subsistem Perizinan Berusaha. 
(2) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mencakup tahapan proses penerbitan Perizinan 
Berusaha, meliputi: 
a. pendaftaran akun/hak akses; dan 
b. penerbitan perizinan berusaha, terdiri atas: 

1 . risiko rendah beru pa NIB; 
2. risiko menengah rend ah, terdiri dari: 

a) NIB; dan 
b) Sertifikat Standar. 

3. risiko menengah tinggi, terdiri dari: 
a) NIB; dan 
b) Sertifikat Standar. 

4. risiko tinggi, terdiri dari: 
a) NIB; dan 
b) Izin. 

Bagian Kesatu 
Um um 

BAB JTJ 
MEKANISME PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM OSS 

Ii 1><·11g<·lolnn11 rw11gndun11 ma s a ra k at , 
c· pcngclolan n 111 Iorma si: 
cl. pen u lu ha n kepada mas arakat; 
c. pr la anan konsultasi; dan 
f. penclampingan hukum. 

(3) Manajemen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada 
a .at (2) dituangkan dalam standar operasional prosedur 
Perizinan Berusaha. 



Pasal 10 
(1) Setiap Pelaku Usaha wajib memiliki NIB. 
(2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti 
registrasi/ pendaftaran Pelaku U saha untuk melakukan 
kegiatan usaha. 

(3) Untuk mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Pelaku Usaha mengisi data pada Sistem OSS mencakup: 
a. profil; 
b. permodalan usaha; 

Paragraf 1 
NIB 

Bagian Keempat 
Penerbitan Perizinan Berusaha 

Pasal 9 
( 1) Pendaftaran kegiatan berusaha melalui Sistem OSS 

dilakukan dengan cara mengakses laman OSS. 
(2) Untuk mendapatkan hak akses sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Pelaku Usaha mengajukan permohonan hak akses 
melalui Sistem OSS. 

(3) Permohonan hak akses melalui Sistem OSS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pelaku U saha: 
a. orang perseorangan dengan mengisi data nomor induk 

kependudukan; 
b. badan usaha dengan mengisi data nomor pengesahan 

badan usaha; 
c. badan layanan umum, perusahaan umum, perusahaan 

umum daerah, lembaga penyiaran publik, badan hukum 
lainnya yang dimiliki oleh negara, dengan mengisi data 
dasar hukum pembentukan; dan 

d. persyarikatan atau persekutuan dengan mengisi data 
dasar hukum pendirian. 

Bagian Ketiga 
Pendaftaran Perizinan Berusaha 

( I) Bncla n usnha sebagairnana dimaksud pacla ayat (3). paling 
scdikit tercliri atas: 
a. perseroan terbatas; 
b. perusahaan umum; 
c. perusahaan umum daerah; 
d. badan hukum lainnya yang dirniliki oleh negara; 
e. badan layanan umum; 
f. lembaga penyiaran publik; 
g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan; 
h. koperasi; 
1. persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap); 
J. persekutuan firma (venootschap onder firma); dan 
k. persekutuan perdata. 



Pasal 13 
( 1) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko 

menengah tinggi, setelah memenuhi kelengkapan data 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pelaku 
Usaha mengisi pemyataan kesanggupan memenuhi standar 
kegiatan usaha melalui Sistem OSS. 

(2) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi 
standar UKL-UPL, selain mengisi pemyataan kesanggupan 
memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang 
tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat 
Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. 

Paragraf 4 
Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi 

Pasal 12 
(1) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko 

menengah rendah, setelah memenuhi kelengkapan data 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pelaku 
Usaha mengisi pemyataan kesanggupan memenuhi standar 
kegiatan usaha melalui Sistem OSS. 

(2) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi 
standar UKL-UPL, selain mengisi pemyataan kesanggupan 
memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), Pelaku U saha mengisi formulir UKL-UPL yang 
tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat 
Standar. 

(3) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain 
mengisi pemyataan kesanggupan memenuhi standar 
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pelaku 
Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS 
untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar. 

Paragraf 3 
Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah 

Pasal 11 
( 1) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko 

rendah, NIB secara otomatis terbit melalui Sistem OSS 
setelah Pelaku Usaha memenuhi data sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (3). 

(2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai 
legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha sekaligus 
menjadi SPPL. 

Paragraf 2 
Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Rendah 

c. nomor pokok wajib pajak; 
d. KBLI; dan 
e. lokasi usaha. 
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Pasal 15 
(1) Sebelum melakukan kegiatan usaha yang termasuk ke dalam 

tingkat Risiko tinggi, Pelaku Usaha wajib memiliki NIB yang 
diterbitkan melalui Sistem OSS. 

(2) Setelah memiliki NIB, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan lzin sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria sebelum 
melaksanakan kegiatan operasional dan/ atau komersial. 

(3) Persyaratan lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi pula analisis mengenai dampak lingkungan bagi 
kegiatan usaha yang wajib analisis mengenai dampak 
lingkungan. 

Paragraf 5 
Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi 

Pasal 14 
( 1) Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (6) dinyatakan memenuhi persyaratan, 
Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat 
Standar telah diverifikasi. 

(2) Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (6) dinyatakan Pelaku Usaha tidak 
memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada 
Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan 
Sertifikat Standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan 
dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria 

(3) Dalam hal DPMPTSP tidak memberikan notifikasi hasil 
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), 
Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan 
bahwa Sertifikat Standar telah terverifikasi. 

persyaratan. 

Standar yang 
sebagaimana 

Pelaku U saha 

(:1) l inlnm hnl I cgiat an usaha t idak wajih UJ<L UJ>L, scla in 
tuc ngrst pcrnyalaan kesanggupan mcmen uhi standar 
1 cgiat an usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pelaku 
Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS 
untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang 
mencantumkan tanda belum terverifikasi. 

(4) Setelah memperoleh NIB dan Sertifikat 
mencantumkan tanda belum terverifikasi 
dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), 
melakukan pemenuhan standar kegiatan usaha sesuai 
jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria melalui Sistem OSS. 

(5) Pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) diteruskan Sistem OSS kepada DPMPTSP untuk 
dilakukan verifikasi. 

(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5), DPMPTSP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS 
berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi 
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Pasal 17 
(1) Perizinan Berusaha yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha 

sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum 
diterbitkan izin usahanya, diproses melalui Sistem OSS 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini. 

(2) Izin usaha dan/atau izin komersial yang telah diperoleh dan 
masih berlaku sesuai bidang usaha dan/ atau kegiatan 
dinyatakan tetap berlaku dan harus didaftarkan ke Sisitem 
oss. 

BABV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 16 
( 1) Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui Sistem 

OSS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pendanaan pelaksanaan berizinan berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), mencakup: 
a. penyediaan peralatan untuk pelaksanaan sistem OSS; 
b. jaringan sistem OSS; dan 
c. sumber daya manusia untuk pelaksanaan sistem OSS. 

BAB IV 
PENDANAAN 

( l) l'<'llt<·111il11111 IH'ts ;11;1!;111 lz111 sc·l,;1g:i1rri;rn;1 r l i mn k-urr l p;HJ;1 

11\,lt ('.!) d1s11rnp111ka11 olr-h l'C'lnku Usa h» mr-lalu: S1<,lc:rn (JSS 
('.)) l,<'t11C't1tilrnn JWrs a ra t a n lzrn scbagarmana drrnn k sud fHtd,i 

:l) nt (4) ducruskan Sistcrn OSS kepada DPM.f-YfSP untuk 
dilakuka n vcrifikasi. 

((J) Bcrclasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5), DPMJYT'SP menyampaikan notifikasi kepada Sistem 
OSS berupa memenuhi persyaratan at.au tidak memenuhr 
persyaratan. 

(7) Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6), Pelaku Usaha dinyatakan memenuhi 
persyaratan, Sistem OSS menerbitkan lzin kepada Pelaku 
Usaha. 

(8) Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6), Pelaku Usaha dinyatakan tidak memenuhi 
persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku 
Usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan 
persyaratan lzin melalui Sistem OSS. 

(9) Dalam hal DPMPTSP tidak memberikan notifikasi hasil 
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sistem OSS 
menerbitkan Izin. 

() 



BERITA DAE RAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021 NOMOR. .. 3.70 

AR DJAFAR 

Diundangkan di Pasarwajo 
pada tanggal 21 PeSeMW 2021 

LA BAKRY 

Cap/ttd 

BUPATIBUTON 

Ditetapkan di Pasarwajo 
pad a tanggal .2.1 I)!-~~ b«- 2021 

Pasal 18 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita 
Daerah Kabupaten Buton. 

BAB VI 
KETENTUANPENUTUP 
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